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WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH HOTA BINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BINJAIL

bahwa uniuk memenuhl ketentuan Pasal 315 ayat () Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah bersama Walikota telah menyempurnakan
Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2015 scsuai dengan Keputusan
Gubernur Sumatera Utara  Nomor 188.44/31/KPTS/Tahun 2013
tanggal 14 Januari 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangsn
Peraturan Daerah Kofa Binjai tentang Anpgaran Pendapalan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan
Walikota Binjd tontang Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan
Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

bahwa penyempurnasan sebagaimana dimaksud pada huruf g
dilakuk:an agar Peratuwan [laerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerali Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan Peraturan Peorundang-undangan yang lebih

tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja [Daerah Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentulan
Daerah Olonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1985 Nomoer
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Prcrubshan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tenlang Pajlk Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor €2, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 3569,
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomior 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendsharaan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nemor 15 Talmm 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lemb:iran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Neomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049y

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talhum 2014 Nomor
244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tshun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Ddaerah {DPRDj (Lembaran Negara Republik Indonesia Tghun
2004 Nomor 90, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana {elah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4302}
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 MNomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomeor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah WNomor 3% Tahun 2005 lentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nemor o8 Tahun 2005 tentang Pengelokaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 00 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 7@ Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Pcraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemermtah (Lembaran Negara
Kepublik Indonegsia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembsaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614

Peraturan Pemerintah Nomor 7] Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembar:an Negara Republlk Indenesia
Tabun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa  kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menter: Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja DBaerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Neger! Nomor 22
Talun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015;

24, Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai {Lembaran Daerah
Kota Binjal Tahun 2007 Nomor 22}

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut ;

i. Pendapatan Daerah Rp. 903804.277.666,00
2. Belanja Daerah Rp.  941825.903.891 90
Defisit (Rp. 37.921.626.225,90)

3. Pembiayazan Dagrah ;
a Pencrimaan Rp. 41.609.843,9]18 00
b Pengeluaran Rp. 3.688.217.693.00
Pembiayaan Netto Ep. 37Y.921.626.22590
Sisa Lebih Pembiayaan Anggeran Tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana vang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a Pendapatlan Asli Daerah Rp. 28674.387.050,00
b. Dana Perimbangan Rp. 618107.377.116,00
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah vang sah Fp. 197.122.513.500,00
(2} Pendapatan Asli Daerah scbagasimana dimaksud pada ayat {I) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :
a TPajak Daerah Rp. 27.869.423800,00
b Retribusi Daerah Rp. 52.443.064,807,00
c. Pengelolaan Kekavaan Daerah yang Dipisahkan Rp. L861.898.443 C0
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. £.500.000.000,00
(3] Dana Permbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayal {1} huruf b terdiri dari :
a. Dana Bagl Hasil Pajak/Bagl Hasil Bukan Pajak Rp. 35657.70Q116,00
b. Dana Alokasi Umum {DAU) Rp. 541.895.577.000,00
¢. Dana Alolkasi Khusus [DAK) Rp. 40554100.000,00

(4} Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ terdiri darijenis pendapatan ;
a Pendapatan Hibah Rp. 0,00

b Dana bagi ....cocvvvvvinnnen,
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b Dana hagt Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah

Daerah lainnya Ep. 44.183.469600 00
¢. Dana penyesualan dan Otonomi Khusus Rp. 109.249.204.000,00
d. Bantuan KeUangan darl Fropinsi atau Pemerintah

Daerah Lismnya Rp, 43.689.839.900,00

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari;
a. Belanja Tidak Langsung Rp.  324070.670090,90
h. Belanta Langsung Rp. 417.755.233.801,00

Belanje Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darj
jenis belamja:

& Belanja Pegawai Rp. 489.916.706.160,90
b Belanja Subsidi Rp. 263.734.200,00
¢. Belanja Hibah Rp. 23.446780,00000
¢ DBelanja Bantuan Sosial Rp. 9.354.710.608,00
¢ Belanja Boantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten

JfKota dan Pemerintah Desa/Partai Politik Rp. S88.739.725,00
d. Belanja Tidak Terduga Rp. 500000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hwrof b terdiri dari jenis
belania :

a. Belanja Pegawal Rp. 28,419, 537.600 00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 202087.747.674,00

c. Belanja Modal Rp. 177247.948527,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Rp. 41609.843.918 90

b. Pengeluaran Rp. 3.688,217.6493,00

Penerimaan  sebagaimana ditmaksud pada ayat (1) hwruf a terdini dari jenis
pembiayaan SiLPA tahun anggaran sebclumnya Rp. 41.609.843.918 90

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Penyertaan Modal {investasi) Pemerintah Daerah Rp. 2.631.900.800,00
b Pembayaran Pokok Utang Rp. 1056 316.893,00

Pasal 5

Uraiian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantiun dalam Lampirran vang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah terdiri dar:

1.

Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran 1T Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan  dasrah  dan

arganisasi SKPD;

2. Lampiran .......



3. Lampiran II

4. Lampiran

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi
SKPD, pendapatan, belanja program dan kegiatan serta
Pembiayvaan yang dirinci menurut kelompak, jenis, objek dan rincian
objek;

Rekapitulasi Belanja menurut  urusan pemerintahan  daerah,
Organisast SKPD, Program dan Kegiatan;

5 Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah umtuk Keselarasan dan Keterpaduan

Lampiran W
Lampiran VI
Lampiran Vill
Lampiran T¥

O o

Urusan Pemerintahan Daerah dan  Fungsi Dalam  Kerangke
Pengelolaan Keuang:an Negara;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

Daftar Pratang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset tetap daerah;

10Lampi ran X Daftar perkirasn Penambahan dan Pengurangan Aset linnya;

11. bampiran Xl

12. Lampiran X[
13. Lampiran XIII

Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran scbelumnyva yang belum
diselesaikan dan diangg:arkan kembali dalam tahun anggaran inj
Daftar dana cadangan daerah;

Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal &

.y
Walikota menectapkan Peraturan Walikota tentang Perjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah secbagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar 'sellap orang mengetshuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjat.

Diundanghkan < Bin jai

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 22 Jagnuari 2015
WALIKOTA EBINJ

pada tanggal 22 Januari 2015
SEKREF ARIS DAERAH KOTA BINJAT,

[

ELYUZAR SIR
LEMBARAN DA

L

H KCTA BINJAI TAHUN 20135 NOMOR 1

NOREG PRRATURAN DAERAH KOTA BINJAL {1/2015)



